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PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah yang terdiri dari (a) Neraca; (b) Laporan Realisasi Anggaran;
(c) Laporan Arus Kas; (d) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; (e) Laporan Operasional; (f) Laporan Arus Kas; (g) Laporan

!

Perubahan Ekuitas; dan (h) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana terlampir adalah

tanggungjawab kami.
Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasar sistern pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah

menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak

sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
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PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN

Menimbang

Mengingat

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI-BENER MERIAH,

bahwa memenuhi ketentuan Pasal 9 Qanun Kabupaten Bener
Meriah Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun
Anggaran 2018, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Bener
Meriah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran
2018 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2018;

bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Bener Meriah tentang
Penjabaran  Pertanggungjawaban  Pelaksanaan  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 18
ayat (6) Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Daerah Istimewa Aceh
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156,
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);

6. Undang...... /{_} ........




10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 43595);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Nagara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesm Nomor 44 38);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh (Lembatrdn™Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

62, Tambahan Lemnbaran Negara Republik Indonesia Nomor
4633);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indcnesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indor.esia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Rebuplik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4138);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001

Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Repukblik Indonesia Nomor 6057);

18. Peraturan......|...
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23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.
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Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun
2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum;

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 65. Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan penerapan  Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia
Nomor 6041};

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 59, Tabahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Necgara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 06 2014
Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengeloalaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);



31.

o

33.

34.

39.

36.

7.

38.

39.

40,

41.

42.

. Peraturan Presiden Nomor 1’;6'=Tahu;

Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa

yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 22 tahun 2015 tentang perubahan Peraturan
Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang tentang Dana Desa

yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
Negara;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang

Pedomgm Pemberian Hibah dan Bantuan

bersumber dari— Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Peratutan Menteri Dalam Negeri Nomor 123
tentang Perubahan Atas Peraturan Menterl

Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
Daerah Tahun Anggaran 2018;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah' Berbasis Akrual

pada Pemerintah Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113

tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan P
Daerah;

Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 27

dan Belanja

Sosial yang

Tahun 2018
Dalam Negeri

dan Belanja

Tahun 2014

Tahun 2018
Dalam Negeri
roduk Hukum

Tahun 2017

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2018;

Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 10 Tahun 2018 tentang

Perubahan Pertama atas Peraturan Bupati Bener

Meriah Nomor

27 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 25 Tahun 2018 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bener

Meriah Nomor

27 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 31 Tahun 2018 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor
27 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 128 Tahun 2018

teritang




tentang Perubahan Keempat atas P yo)
Meriah Nomor 27 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaraﬁ‘
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

43.Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 132 Tahun 2018
tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Bener Meriah
Nomor 27  Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dasrah Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN BENER MERIAH
TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

= -Laporan realisasi aliggaran tahun anggaran 2018 terdiri atas:

1. Pendapatan -
a. Pendapatan Asli Daerah Rp. &5.114.030.454,57

b. Dana Perimbangan Rp. 58&0.388.983.1¢0,00
c. Lain-lain Pendapatan yang sah Rp. 213.189.243.580,97
Jumlah Pendapatan Rp. 878.692.257.195,54
2. Belanja
a. Belanja Tidak Langsung
1) Belanja Pegawai Rp. 276.854.247.1€9,00
2) Belanja Subsidi Rp. 300.000.000,00
3) Belanja Hibah Rp. 5.339.900.0C0,00
4) Belanja Bantuan Sosial Rp. 10.459.000.0C0,00
S) Belanja Bagi Hasil kepada
Prov/Kab/Kota & Pemdes Rp. 152.038.223,44
6) Belanja Bantuan Keuangan Rp. 204.874.131.320,00
7) Belanja Tidak Terduga Rp. 3.240.769.500,00
b. Belanja Langsung
1) Belanja Pegawai Rp. 67.047.5325.760,00
2) Belanja Barang dan Jasa Rp. 146.791.578.697,00
3) Belanja Modal Rp. 164.511.£57.740,00
Jumlah Belanja Rp. 879.570.548.409,44
Surplus/ (Defisit) (Rp. 878.291.213,90)
3. Pembiayaan:
a. Penerimaan Rp. 2.542.886.938,87
b. Pengeluaran Rp. 0,00
Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 2.542.886.938,87
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun
Berkenaan Rp. 1.664.595.724,97
Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 tercantum dalain Lampiran | Peraturan Bupati ini.

Pasal 3......70........



ik

Diundangkan di : Redelong
pada tanggal

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan
realisasi Anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini .

Pasal 6

Peraturan Bupati Bener Meriah ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah.

Ditetapkan di : Redelong
pada tanggal : 26 Agustus 2019 M
__25 Dzulhijjah 1440 H
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